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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N

Nomor:0759/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara 

Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat 

tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai "Pemohon" ;

MELAWAN

TERMOHON ASLI umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, 

dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, 

sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas sebagai 

"Termohon"; 

Pengadilan Agama tersebut;    

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan; 

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis 

yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

dengan register perkara Nomor: 0759/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn. Tanggal   16 Juni 

2014  telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 

Agustus 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare 

Hal. 1 dari 9 hal Put0759 /Pdt.G/2014./PA.Kab.Mn .
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sebagaimana tercatat dalam   Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/30/VIII/2004 tanggal 

30 Agustus 2004;

2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

telah berjalan selama 13 tahun 10 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon 

hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon hingga 2006, 

kemudian pindah ke rumah kediaman bersama hingga 2010 ba'da dukhul dan telah 

dikaruniai seorang anak, yang bernama: ANAK I PEMOHON DAN 

TERMOHON , umur 9 tahun, ikut Pemohon;

3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan 

harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2010 antara Pemohon dengan 

Termohon pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 4 tahun;

4 Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena 

Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dan hingga 

sekarang tidak diketahui dimana tempat tinggal Termohon, berdasarkan surat 

keterangan ghoib Nomor:  183/540/402.410.08/2014 tanggal 16 Juni 2014;

5 Bahwa selama pisah rumah, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan 

Termohon baik kerumah orang tuanya maupun kerumah sanak keluarganya, namun 

hingga sekarang tidak diketemukan;

6 Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah 

tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena 

itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-

satunya jalan untuk menghakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7 Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2
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2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap 

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir 

in person di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak 

mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di 

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata 

ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim 

telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya 

dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan 

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;  

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon dalam 

persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto Kopi Kutipan Akta Nikah 

atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor:   153/30/VIII/2004 tanggal 29 Agustus 

2004 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  Kare, dilegalisir Panitera 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1); 

Disamping bukti diatas, Pemohon juga menyerahkan bukti P.2 berupa Asli Surat 

Keterangan Ghaib atas nama Termohon Nomor:  183/540/402.410.08/2014 tanggal 16 

Juni 2014;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya dan yang 

berupa Foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ;  

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-

saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam 

persidangan, saksi tersebut bernama: 

SAKSI I PEMOHON , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman 

di KABUPATEN MADIUN;. 

Hal. 3 dari 9 hal Put0759 /Pdt.G/2014./PA.Kab.Mn .
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• Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena ia adalah ayah 

kandung  Pemohon.

• Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri  yang telah menikah pada 

tahun  2004 yang lalu, dan telah dikaruniai  1 orang anak.

• Bahwa, setelah menikah  Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami 

isteri di rumah orang tua Termohon hingga 2006, kemudian pindah ke rumah 

kediaman bersama hingga 2010.

• Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula tampak  rukun, 

namun kemudian   Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

• Bahwa, sebelum kepergian Termohon antara Pemohon dan Termohon telah 

terjadi pertengkaran, yang di sebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki- 

laki lain yang bernama Agus.

• Bahwa Kurang lebih  sudah 4  tahun antara Pemohon dengan Termohon pisah 

rumah:

• Bahwa saksi sudah menanyakan kepada orang tua Termohon perihal Termohon 

namun Orang tua Termohon tidak mengetahui keberadaan termohon;  

• Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan 

Termohon namun Pemohon tidak mau:

SAKSI II PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan staf kesra, tempat 

kediaman di KABUPATEN MADIUN ;. 

• Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena ia adalah 

Tetangga  Pemohon.

• Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri  yang telah menikah pada 29 

agustus 2004 yang lalu, dan telah dikaruniai  1 orang anak.

• Bahwa, setelah menikah  Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami 

isteri di rumah orang tua Termohon hingga 2006, kemudian pindah ke rumah 

kediaman bersama hingga 2010.

• Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula tampak  rukun, 

namun kemudian   Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

4
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• Bahwa, tahun 2010 Termohon pergi tidak pamit kepada Pemohon.

• Bahwa Kurang lebih  sudah 4  tahun antara Pemohon dengan Termohon pisah 

rumah:  

• Bahwa, pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar sabar dan rukun 

kembali dengan Termohon namun Pemohon tidak mau:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak 

Pemohon menyatakan menerima dan tidak meberikan abnathan apapun; 

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak 

mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;  

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang 

pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan 

putusan; 

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal 

yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai 

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;   

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah terurai diatas;   

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka 

upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian 

kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap 

persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 143 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti 

bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam 

perkawinan yang sah menurut tata cara syari’at Islam di Kare tanggal 29 Agustus 2004;   

Hal. 5 dari 9 hal Put0759 /Pdt.G/2014./PA.Kab.Mn .
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Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghaib (bukti P.2) terbukti 

bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak sejak tahun 2010 Termohon 

telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;  

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, 

Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

• Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan 

harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2010 antara Pemohon dengan 

Termohon pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 4 tahun;

• Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena 

Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dan 

hingga sekarang tidak diketahui dimana tempat tinggal Termohon, 

• bahwa, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil-dalil 

Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi 

antara keduanya serta ketidakjelasanya keberadaan Termohon saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada 

keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing   

nama  SAKSI I PEMOHON dan SAKSI IIPEMOHON, saksi-saksi mana telah 

memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 

172 HIR, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling 

bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka majelis 

yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk 

menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis 

karena Termohon meninggalkan Pemohon dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan 

hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;  

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan 

saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan 

Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri  selama kurang lebih 

4 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah 

retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan 

6
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sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor  1 Tahun 

1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur’an Surat Al-Rum ayat 

21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat 

terwujud; 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim 

berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan 

bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon 

dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 

huruf (b) Peraturan Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia, maka  dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor: 7 

Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di 

bawah ini ;   

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan 

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain 

sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil 

secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu 

alasan yang sah, maka  Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan  dan 

berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;  

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:  7 

Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara 

dibebankan kepada Pemohon;    

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar’i dan peraturan perundang-

undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk 

datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
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3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak 

satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ALSI) di depan sidang Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar 

Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah  );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah  

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 13 

Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1436 H oleh Drs. 

Suwarto, MH. sebagai Ketua Majelis, Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum. dan Drs. 

Miswan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi 

oleh Hakim-hakim Anggota dan Cahyani, SH. sebagai  Panitera Pengganti dengan 

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Suwarto, MH 

Hakim Anggota,

TTD

Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum 

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Cahyani, SH 
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Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran ; Rp.    30.000,-

Biaya Proses : Rp.    50.000,-
Biaya Panggilan : Rp.  475.000,-
Redaksi : Rp.      5.000,-
Materai : Rp.      6.000,-
              Jumlah : Rp.  566.000,-
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